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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVIEW

Menimbang

RENCANA DETAIL TATA RUANG
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dalam rangka penjaminan prinsip pembangunan

berkelanjutan dalam penyusunan Review Rencana Detail
Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, perlu
menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review
Rencana Detail Tata Ruang;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, tim penyusun
merupakan gabungan antara tim penyusun Rencana Tata
Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk
Tim Penyusun Review Rencana Detail Tata Ruang dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Detail
Tata Ruang Tahun 2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 5941);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
533);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S5 Tahun
2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 316);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

~ -

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Tim Penyusun Review Rencana Detail Tata
Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review
Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:

a.

b.

melakukan penyusunan Dokumen Review Rencana
Detail Tata Ruang Tahun 2025;

melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Review Rencana Detail Tata Ruang Tahun
2025;

melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana
Detail Tata Ruang Tahun 2025 dalam proses
penyusunan Dokumen Review Rencana Detail Tata
Ruang Tahun 2025;

melakukan proses penjaminan kualitas Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Detail Tata
Ruang Tahun 2025;

mengikuti proses validasi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Review Rencana Detail Tata Ruang Tahun
2025 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah,

menghasilkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Review Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2025 yang
telah tervalidasi; dan

melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2025.
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal [ Mmarft ) 02§

Q BUPATI SUKOHARJO, ﬁ

/ ETIK SURYAKI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris  Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

6. Tim yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600 .4 /264 TAWN 2025

Tanggal : 1§ maHt 207¢

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA DETAIL TATA RUANG

DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVIEW
RENCANA DETAIL TATA RUANG

TAHUN 2025
NO. JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi arahan,
nasihat dan
petunjuk
2. | Sekretaris Daerah  Kabupaten | Penanggung | Bertanggung
Sukoharjo Jawab jawab terhadap
seluruh
pelaksanaan
kegiatan
3. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ketua Bertanggung
Dan Penataan Ruang Kabupaten jawab terhadap
Sukoharjo pelaksanaan
teknis kegiatan
4. |Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Wakil Ketua | Membantu tugas-
Kabupaten Sukoharjo tugas Ketua
5. | Kepala Bidang Tata Ruang pada| Sekretaris |Bertanggung
Dinas Pekerjaan Umum Dan jawab di bidang
Penataan Ruang Kabupaten kesekretariatan
Sukoharjo
6. |Kepala Bidang Penataan dan Anggota Bertanggung
Peningkatan Kapasitas Lingkungan jawab sesuai
Hidup pada Dinas Lingkungan bidang tugasnya
Hidup Kabupaten Sukoharjo
7. | ABDUL RAHMAN SALEH, ST. Anggota Bertanggung
NIP. 19820713 200903 1 003 jawab sesuai
Pengendali Dampak Lingkungan bidang tugasnya
Ahli Muda pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo
8. | TIKA WULANDARI, SSi. Anggota Bertanggung
NIP. 19860117 201101 2 016 jawab sesuai
Pengendali Dampak Lingkungan bidang tugasnya
Ahli Muda pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo




NO. JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4

9. | EKO YULIJANTO, SE., MM. Anggota Bertanggung
NIP. 19690725 199603 1 002 jawab sesuai
Pengendali Dampak Lingkungan bidang tugasnya
Ahli Muda pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo

10. | HOGY PRIMA VALEDA, ST., M.Sc. Anggota Bertanggung
NIP. 19881225 201902 1 001 jawab sesuai
Penata Ruang Ahli Pertama pada bidang tugasnya
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo

11. | ARUM DWI MASTUTI, SP. Anggota Bertanggung
NIP. 19950814 202012 2 023 jawab sesuai
Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang tugasnya
Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sukoharjo

12. | DIAJENG PUDYANDARINI, ST. Anggota Bertanggung
NIP. 19960111 202203 2 013 jawab sesuai
Penata Layanan Operasional pada bidang tugasnya
Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo

13. | KURNIA SARAS HARTANTRI, S.St. Anggota Bertanggung
NIP. 19970910 202012 2 019 jawab sesuai
Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang tugasnya
Dinas Perhubungan Kabupaten
Sukoharjo

14. | SUWANTO, ST. Anggota Bertanggung
NIP. 19680713 198903 1 007 jawab sesuai
Penata Penanggulangan Bencana bidang tugasnya
Ahli Muda pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sukoharjo

15. | AZIS HARIM SRI MULYONO, SKM. Anggota Bertanggung
NIP. 19750205 199803 1 002 jawab sesuai
Sanitarian Ahli Madya pada Dinas bidang tugasnya
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

16. | HARJANTI, SH. Anggota Bertanggung
NIP. 19800110 200501 2 023 jawab sesuai
Perancang Peraturan Perundang- bidang tugasnya

undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo




NO. JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4

17. | RITA DESSY ARYANI, S.E., M.M. Anggota Bertanggung
NIP. 19771229 200903 2 004 jawab sesuai
Perencana Ahli Muda pada Badan bidang tugasnya
Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo

18. | AGUS SETIAWAN, ST. Anggota Bertanggung
NIP. 19890820 202203 1 003 jawab sesuai
Penelaah Teknis Kebijakan pada bidang tugasnya
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo

19. | 1 (satu) orang dari unsur Kantor Anggota Bertanggung
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo jawab sesuai

bidang tugasnya

20. |1 (satu) orang dari unsur Anggota Bertanggung
Universitas Veteran Bangun jawab sesuai
Nusantara Kabupaten Sukoharjo bidang tugasnya
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